Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Peradilan in absentia dalam kaitannya dengan perlindungan hasil
terdakwa tindak pidana korups

Y opi Adriansyah, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=88547& |okasi=|okal

Latar belakang dari penulisan tesisini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak
mengenal adanya peradilan in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa (acara pemeriksaan
biasa) sgak dibukanya persidangan pertama oleh majelis hakim melainkan KUHAP menganut asas
kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa
yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka artinya tidak dalam keadaan
terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Narnun tidak demikian halnya dalam peradilan tindak pidana
korupsi yang sejak awal persidangan dapat sgja dilakukan oleh majelis hakim tanpa kehadiran terdakwa
dengan alasan yang tidak sah sepeti tidak berada pada alamat atau tempat tinggal yang ada atau tidak dapat
diketahui dimana keberadaannya lagi atau melarikan diri. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-
undang Nornor 31 Tahun 1999 menyebutkan: dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir
di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
Namun kenyataannya bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur ketidakhadiran terdakwa di
persidangan dengan alasan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan oleh hukum seperti
terdakwa diketahui alamatnya namun tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit. Jadi secara
normative berbeda prinsip yang dianut KUHAP dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Menurut teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijke bewijst
theories). Pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbleen grondslag) yaitu peraturan
undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang undang, dasar keyakinan hakim itu
bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Berdasarkan teori ini dan dihubungkan dengan judul tulisan ini makatimbul pertanyaan bagaimanakah
hakim mendapatkan keyakinan memutus seseorang bersalah atau tidak tanpa kehadiran tcrdakwa di
persidangan (in absentia)?

Pokok bahasan dalam penulisan tesisini akan membahas Peradilan In Absentia Dalam Kaitannya Dengan
Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah
penerapan hukum acara dalam pemeriksaan peradilan pidanain absentia terhadap pemberantasan tindak
pidana korupsi, bagaimanakah peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidanain absentia,
bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan pidanain absentia.
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